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Berangkat dari fakta umum bahwa disparitas pidana merupakan salah satu masalah dalam sistem peradilan
pidana, tingginya jumlah pelaporan kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Bandar
Lampung yang memasuki ranah sistem peradilan pidana, tidak dapat terlepas dari masalah disparitas
pemidanaan. Dari latar belakang tersebut, tesis ini membahas perbedaan pengenaan sanksi pidana terhadap
pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung. Penelitian ini
adalah penelitian normatif yang dilengkapi dengan wawancara yang bertujuan untuk menjawab
permasalahan:(l)Mengapa terjadi disparitas pidana terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah
tangga di wilayah hukum Bandar Lampung,(2)Dampak disparitas pidana terhadap terpidana dan korban
kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung,(3) Upaya apa yang dapat
dilakukan untuk meminimalisir masalah disparitas pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam
rumah tangga. Hasil penelitian menunjukai T penyebab terjadinya disparitas pidana bersumber padadin
hakim, hukumnya sendiri, serta karakteristik kasus yang bersangkutan. Dampak disparitas pidana terhadap
terpidana, terpidana merasa menjadi korban ketidakadilan namun tidak mempengaruhi pembinaan terpidana
di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan dampak disparitas pidana terhadap korban adalah korban menjadi
korban kejahatan kekerasan dan korban dari sistem peradilan pidana. Upaya meminimalisir dapat dilakukan
dengan dibentuknya pedoman pemidanaan dan menyamakan visi dan misi antara subsistem dalam sistem
peradilan pidana. Tesis ini menyarankan agar harus ada kontrol negatif dari jaksa kepada hakim,
dibentuknya suatu pedoman pemidanaan, peran aktif hakim wasmat dan diadakannnya Refreshing Course
yang diikuti oleh subsistem sistem peradilan pidana.

...... To start with general fact that disparity of sentencing is one of disturbing isssue of criminal justice
system, The high value of number reported physical domestic violence crime at Bandar Lampung that
entered to criminal justice system territory, can not realeas from disturbing isssue of criminal justice system.
From that background, this thesis discuss the difference the imposition of pena sanction against the offender
of physical domestic violence at Bandar Lampung legal territory. This research is the normative research
that is supplement with the interview aim at answering the problem:(1)Why disparity of sentencing happened
on the physical domestic violence at Bandar Lampung legal territory,(2) The impact of the disparity of
sentencing on the convict and victim of physical domestic violence at Bandar Lampung legal territory,(3)
Effort that could be carri out to minimise the disparity of sentencing of physical domestic violence. Result of
reseach showed the cause of the occurrence of the disparity of sentencing originat in himself the judge, his
law personally, as well as the characteristics of the relevant case. The impact of the disparity of sentencing
on the convict, the convict felt the accus became in justice victim how ever did not influence the
management of the convict in the correctional institulion. Whereas the impact of the disparity of sentencing
on the victim, the victim of victim of violence and victim of criminal justice system. Effort that could be
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carri out to minimise could form by him sentencing guidelines and compar the point of view and the mission
between the criminal justice system subsystem. This thesis suggested must be negative control from
prosecutor to the judge, form by him sentencing guidelines, the active role wasmat judge and the holding
refreshing course that is follow by the criminal justice system subsystem.



